ASAS KONSENSUALISME DAN ASAS FORMALISME
DALAM AKAD DI BANK SYARIAH

Ahmad Dahlan

STAIN Purwokerto
Jalan Ahmad Yani No. 40 A Purwokerto
Email: dahlanr_pwt@yahoo.com

Abstrak

Bank syariah selama ini dikenal sebagai representasi dari kegiatan transaksi Islam di
lembaga keuangan. Akan tetapi disebabkan karena kegiatan ekonomi sangat dekat
dengan kepentingan bisnis yang sangat kompleks, maka bank syariah dihadapkan
pada dua pilihan, antara idealitas dan profitabilitas. Salah satu bagian penting dalam
melihat idealitas bank syariah adalah pada aspek asas-asas akad yang dikembangkan.
Beberapa asas yang ada dalam hukum Islam secara garis besar bermuara pada dua
asas, yaitu apakah bank syariah berbasis pada asas konsensualisme (yang
berlandasakan pada ketentuan fikih) atau asas formalisme (bagian dari lembaga
berbasis hukum positif). Dari beberapa metode pendekatan dalam pembentukan akad
di bank syariah, terlihat bahwa asas konsesualisme yang berbasis hukum Islam
berpengaruh pada Fatwa DSN, meskipun DSN juga mengeluarkan fatwa yang
berbasis pada formalisme. Di sisi lain, pada saat akad sudah murni masuk dalam
dunia perbankan sebagai lembaga aktifitas ekonomi yang bersifat bilateral antara
institusi dan lembaga, maka asas akad bank syariah secara mutlak berbasis pada
formalisme.

Kata kunci: bank syariah, akad, asas konsensualisme, asas formalisme
Abstract

Islamic bank is known as a representation of Islamic transactions in the financial
institutions. However, because the economic activity is very close to the complexity
of business interests, Islamic banks are faced with two choices between ideals and
profitability. One of the important proportions in seeing the ideals of Islamic banks is
in the aspect of contract principles that are developed. Some of the principles that
exist in Islamic economics generally refer to two principles, i.e. whether Islamic
banks are based on the principle consensualism (which is based on the provisions of
figh) or the principle of formalism (as a part of the positive law-based institutions).
Of the several approaches in the formation of the contract in Islamic banks, it appears
that the principles of Islamic law based on the principle of consensualism took effect
on the DSN fatwa, although the DSN also issued a fatwa based on the formalism. On
the other hand, when the contract has been entered in the banking world as an
institution, which is an agency of bilateral economic activity between institutions and
agencies, the contract principles of Islamic banks are based on the formalism.

Keywords: syariah banking, contract, principle of consensualism, principle of
formalism
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A. Pendahuluan

Perkembangan  bank  Islam'
menemukan momentum pada saat
Islamic  Development Bank (IDB)
didirikan tahun 1973.2 Respon publik
terhadap pendirian bank Islam pun tidak
hanya di negara-negara muslim,® tapi
juga di beberapa negara non muslim.*
Tidak ketinggalan, tahun 1988 di
Amerika berdiri Bank al-Barakah.?

Menurut H. M. Sadeq, bank Islam
bukan hanya sebagai tipe yang berbeda
dengan bank konvensional, tapi sebagai
revolusi sebagaimana John Maynard
Keynes. Bank Islam sebagai financial
intermediary yang merevolusi
manajemen  konvensional  berbasis
interest menjadi sharing profit and
losses.”

Di tengah perkembangan bank
Islam yang semakin menggeliat di
beberapa negara, kritik pun banyak
bermunculan terhadap eksistensinya,
terutama praktek akad dalam produk
yang dikembangkan, Ondrej Sramek’
melihat praktek profit and loss sharing
(PLS)° di bank Islam yang semula dengan
tujuan lebih efisien dan bermoral, dari
beberapa fakta atau pendapat pemikir
Islam,’® bank Islam ternyata mengalami
bumerang dalam penerapan PLS tersebut
dan ditemukan tidak efisien.'' Praktek
PLS ijuga dikritik oleh Muhammad
Uzair,? pioneer perbankan Islam, karena
dalam prakteknya kemudian pembiayaan
bank Islam lebih dominan pada jangka
waktu pendek (short-time credit) dan
kredit konsumsi. ’Kritik Sramek dan
Uzair menunjukkan bahwa tujuan
perubahan  manajemen  dari bank
konvensional ke bank Islam yang lebih
efektif dan efisien dengan akad-akad
syari’ah masih belum maksimal.

Dalam konteks Indonesia, sejak
muncul bank Islam pertama tahun 1992
yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI),"*
terdapat dua kutub yang berpengaruh,
yaitu Bank Islam Malaysia Berhad
(BIMB)'® dan bank-bank Islam Timur
Tengah. BIMB, meskipun banyak dikritik
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karena sikap | akomodatif penerapan
akadnya terhadap produk derivatif, tetapi
BIMB  berhasil merekayasa atau
mengembangkai banyak produk sektor
perbankan dan keuangan Islam, seperti
produk pasar yang antar bank Islam,
Isiamic futures)| Islamic option, Islamic
swap, Islami¢  securitization  dan
sebagainya.'® Spmentara bank-bank di
Timur Tengahll meskipun mengklaim
sebagai pelaksana produk syari’ah secara
konsisten, ternyata lambat dalam
mengembangkah pasar uangnya.'’

Pada saat yang bersamaan,
gagasan tentang akad sebagai satu hal
yang  sangati, fundamental dalam
pengembangan ‘tan praktek produk di
bank syari’ah, miilai banyak ditulis. Akan
tetapi tulisan-tulisan tersebut jarang yang
secara geneologis menjelaskan asas
produk induk ){ g dikembangkan oleh
bank syari’ah yang ada Indonesia.

Yusdani dalam tulisannya
Transaksi (Akg@d) dalam  Perspektif
Hukum Islam hinya sedikit menjelaskan
tentang asas konsensualisme dengan
merujuk padd, pendapat al-Zarqa’,
sedangkan penjelasan konsensualisme
dalam akad perbankan tidak terdapat
sama sekali.'® :.Ascarya, peneliti senior
Center for Central Banking Education
and Studies Bank Indonesia, juga
menulis buku tentang akad dan bank
syariah.'® Matdfi yang disajikan lebih
banyak deskrip}if terhadap akad-akad
yang sudah banyak ditulis oleh pemikir
scbelumnya, seperti M. Syafi'i Antonio™
dan Adiwarmdh Karim,*' dan tidak
terdapat asas-agds akad. Syamsul Anwar
dalam beberapa% tulisan tentang akad telah
membahas secgra komprehensif mulai
dari dasar-dasay, akibat hukum, sampai
pada terminasi 3kad (perjanjiar:l).22 Akan
tetapi, dari beberapa tulisannya, dia
hanya sedikit gienjelaskan tentang asas
konsensualisme; dan formalisme di
peﬂmnkan.23 Demikian juga ketika ia
menjclaskan ,fentang definisi  asas
formalisme. Dengan alasan tersebut,
tulisan ini beftujuan mendeskripsikan
realitas 2kad|| dalam produk-produk
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induk®* bank syariah dalam konteks asas
konsensualisme dan formalisme.

B. Pengertian dan Macam-macam
Akad

Secara bahasa, akad merupakan
bentuk masdar dari kata: siy - aie
(jamaknya i) yang berarti ikatan,
tanggungan, jaminan, persetujuan, bukti,
kata, mengesahkan.”> Dalam Ensiklopedi
Hukum Islam, disebutkan akad berarti
perjanjian dan permufakatan (al-ittifag).”®
Akad juga diartikan sebagai pertalian
(tie), mengikat secara bersama-sama.”’

Wahbah al-Zuhayli*® menjelaskan
bahwa akad bermakna mengikat (p1<-yva)
atau menguatkan antara ujung-ujung
sesuatu, secara konkrit atau abstrak, dari
satu atau dua pihak.”® Kata mengikat
(&) juga digunakan oleh al-Zarqa’
dalam mendefinisikan akad secara
bahasa.’® Syamsul Anwar mendefinisikan
akad sebagai pertemuan ijab dan kabul
sebagai pernyataan kehendak dua pihak
atau lebih untuk melahirkan suatu akibat
hukum pada obyeknya.’' Ascarya
mendefinisikan akad adalah sesuatu yang
menjadi  tekad seseorang  untuk
melaksanakan, yang muncul dari satu
pihak (unilateral) seperti wakaf, talak,
dan sumpah, atau yang muncul dari dua
pihak (bilateral) se}aerti jual beli, sewa,
wakalah, dan gadai. >

Menurut Imam al-Syawkani, akad
adalah bertemunya ijab yang diberikan
oleh salah satu pihak dengan kabul yang
diterima oleh pihak lainnya secara sah
menurut hukum syar'i dan menimbulkan
akibat pada obyeknya.’Sedangkan al-
Zuhaili mendefinisikan akad:

o I S papta dmy o gt Dlony By
PRRPR Y P (KPS| r}\f‘jhi :er" bl " e

Mmalt B o3l dmy o 16,35
Artinya: “ikatan ijab dengan kabul
menurut cara yang disyari’atkan, di mana
pengaruhnya itu tetap pada ikatan
tersebut. Atau dengan ungkapan lain,
akad adalah ketergantungan pembicaraan
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salah seorang yang melakukan akad pada
orang lain menurut hukum syara’, dengan
suatu cara yang pengaruhnya tampak
pada pembicaraan tersebut.”

Dari beberapa pengertian di atas,
akad merupakan  suatu ikatan,
kesepakatan atau perjanjian antara dua
belah pihak yang akibat hukum dari akad
tersebut ditandai dengan ijab dan kabul
dalam bentuk suatu ungkapan/ucapan.

Dari banyak definisi dan macam-
macam  akad, Syamsul  Anwar
mengklasifikasikan akad pada dua
macam yaitu al-‘aqd al-musamma dan
al-‘aqd ghayr al-musamma.

1. Al-‘Aqd al-musamma

Al-‘Aqd al-Musamma yaitu akad
bernama, atau akad yang diatur secara
khusus dalam fikih dan diberi nama
tertentu. Dalam akad bernama, al-Zarqa’
mengidentifikasi terdapat 25 akad yang
mencakup akad bilateral (dua pihak) dan
unilateral (satu pihak) seperti wasiat, hibah.>’
Adapun ke 25 nama akad bernama dapat
dilihat pada tabel berikut:

al-bay" (uakbeh),
ijarah (sewa menyewa),
al-kafdah (penanggungan),
al-hawalah (pemindahan utang),
al-rahn (gadai),
bay* al-wafa(jual beli opsi),
al-‘da ‘(penitipan),
al-'i‘aah (pinjam pakai),
al-hibah (hibah),
. al-gismah (pembagian),
. al-syirkah (persekutuan),
. al-mudarabah (bagi hasil),
. al-muzara ‘ah (penggarapan tanah),
. al-musaqqah (pemeliharaan tanah),
. al-wakaah (pemberian kuasa)
. al-sulh (perdamaian),
. al-tahkim (arbitrase),
. al-‘igaah (kesepakatan terminasi
akad),
19. al-mukharajah  (pelepasan  hak
kewarisan),
20. al-gard(pinjam mengganti),
21. al-‘umra (pemberian hak pakai
rumah),

pd pd pd ek h
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22, al-muwdah (penetapan ahli waris),
23, ai-zawaj (perkawinan),

24. al-wasiyyah (wasiat),

25. al-isa’ (pengangkatan pengampu)

Dalam Majallah al-Ahkan al-
‘Adliyyah, 2kad al-mukharajah, al-qard al-
‘umra, al-muwalah, al-zawgj, al-wasiyyah,
serta al-isa‘ tidak termasuk akad, schingga
hanya berjumlah 18 macam akad
Sedangkan dalam Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (KHES) disebutkan hanya
14 akad >
2. Al-‘Aqd ghair al-musamma

Al-‘Agd  Ghayr al-Musamma
yaitu akad yang tidak mendapat
pengaturan khusus dalam ketentuan fikih
dan tidak diberi nama tertentu karena
akad tersebut dibuat sesuai dengan
kebutuhan para pihak sendiri dalam
rangka memenuhi hajat dan kepentingan
mereka. Akan tetapi akad tidak bernama
pada umumnya mengacu pada teori
umum akad (4 3,15) dan asas kebebasan

berakad (nabda’ furriyah al-ta‘aqud).”’

C. Asas Konsensualisme dan Asas

Formalisme
Dalam hukum Islam banyak
dikenal asas perjanjian seperti asas
ibabah>® asas kebebasan berakad (al-
hurriyyah al-ta‘aqud), asas keseimbangan
(al-tawazun £ al-mu‘awadah) dan asas
tidak memberatkan (al-
ma,s]a)_‘)ab).”Dalam hukum  Islam,
perjanjian-perjanjian ~ secara  umum
bersifat konsensual, kecuali akad nikah
yang tidak cukup demgan kata sepakat
(rid? tapi harus memenuhi formalitas
berupa diumumkan melalui kehadiran

dua orang saksi.*’
Asas konsensualisme (nsi lu.)

yaitu akad dapat tercipta cukup dengan
tercapainya kata sepakat (terjadinya
pertemuan ijab dan kabul) antara para
pihak tanpa perlu pemenuhan formalitas-
formalitas tertentu.,* Para ahli hukum
merujukkan asas konsensualisme pada
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dalil-dalil normitif,”? dan kaidah: o J.¥!
L Alaly 0'—‘}’“ Le " T ccx_-\:ﬂ.ﬁ.\l = Azalt 43 R
Artinya asas i| dalam akad adalah
kesepakatan para pihak. Sedangkan
akibat hukumnya adalah segala yang
ditetapkan denflan akad-akad tersebut.
Kaidah tersebulj oleh Syamsul Anwar
dijadikan sebagi penegasan bahwa asas
perjanjian adzalla]jl kesepakatan para pihak,
schingga suaty perjanjian menjadi
tercipta, bila tclfcapai kata sepakat oleh
para pihak.* !

Adapun iasas formalisme dalam
akad tidak Danyak referensi yang
menjelaskan sgcara detail Syamsul
Anwar mendefinisikan dengan akad
(bukan asas) fc’)}*mal (al-‘agd al-syakil)
yang berarti akad yang tunduk pada
syarat-syarat formalitas yang ditentukan
oleh pembuat ;mkum, di mana apabila
syarat-syarat jakad tersebut tidak
terpenuhi, maks akad tersebut tidak sah.

Jika maksud asas formalisme
dikontekskan dengan kajian akad dalam
perbankan, maka penulis membuat
definisi asas ‘_,:fomlalismc (gt )
sebagai akad ;cang tercipta atas dasar
formalitas yang harus dilakukan oleh
pihak-pihak yang melakukan akad. Asas
ini didasarkan pada asas legalitas (hukum
positif) yang berlaku pada suatu negara
serta aturan yang berlaku pada lembaga
atau individu yang melakukan akad.

D. Pendekatax__lE Asas dalam Akad
Bank Syarigh
1. Metode asimjlatif-konsensual
Metode | asimilatif dimodifikasi

dari pendapat Gecep Maskanul Hakim*

dan Abdullah
konsensual

Saeed,*® dan asas
m hukum Islam. Hakim

menjelaskan terdapat metode pendekatan

dalam pengem
syariah it
akomodatif ¥’ s
menjadi  tiga
pragmatis dan 2

Metodei
bahwa bank syd

lbangan  produk-produk
asimilatif dan
dangkan Saeed, membagi
pendekatan;  idealis,
aslahah oriented.”®
asimilatif mengartikan
Hah merupakan salah satu
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personifikasi atau individu abstrak*’ dari
seseorang yang melakukan akad syariah-
muamalah.  Konsekuensinya, = semua
produk bank syariah adalah penjelmaan
dari akad syariah, termasuk asas-asasnya.
Tidak ada hak kapabilitas manajemen
bank syariah untuk merekayasa akad
dalam produk bank.

Dalam metode asimilatif;
landasan hukum yang dikembangkan
secara mutlak merujuk pada sumber-
sumber hukum Islam (al-Qur’an, Hadis,
dan fikih).*® Oleh karenanya, bank
syariah dapat mengembangkan akad-akad
sebagaimana yang ditulis oleh al-Zarqa’,
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al-Zuhayli, dan Syamsul Anwar, terutama
akad yang termasuk al-’agd al-

musamma.  Sedangkan asas  yang
dikembangkan adalah asas
konsensualisme mutlak. Metode

asimilatif-konsensual tidak memberikan
peluang kepada hukum positif dan hukum
ekonomi konvensional jika bertentangan
dengan  syari’ah. Produk  bank
konvensional yang tidak sesuai dengan
syariah harus dihindari.

Dengan pendekatan asimilatif-
konsensual, maka konstruksi aktifitas
bank syariah dapat dilihat pada gambar
berikut:

JENIS AKAD/TRANSAKSI

TIJARI

\ &
Pola Bagi Hasil
Mudarabah, Musyarakah
Muzara'ah
Musagqah

Pola Jual Beli

Murabahah, Salam, Istisna’
Pola Sewa

ljarah

Lain-Lain

Sarf

Dari bagan di atas, dapat dijelaskan
bahwa akad atau transaksi dalam
perbankan dengan pendekatan asimilatif-
konsensual dapat dikelompokkan pada
transaksi untuk mencari keuntungan
(tijar) dan transaksi untuk kebaikan
(tabarru’).

Dengan pendekatan asimilatif,
maka akan terbangun bank syariah yang
ideal, dan dengan asas konsensualisme,
maka akan tercipta keadilan. Pada
prakteknya, transaksi fijjar7 ataupun
tabarru’ dengan asas konsensualisme
ternyata tidak secara mudah dapat
dijadikan  sebagai  transaksi-transaksi
dalam bank syariah. Sebagai lembaga

Y

TABARRU'

v
Pola Titipan
Wadi'ah
Pola Pinjaman
al- Qard
Pola Lainnya
Wakalah, Kafalah, Hiwalah,
Rahn,
Hibah, Wakaf, Sadagah,
Hadliyah

bisnis, bank syariah harus
mempertimbangkan aspek pasar yang
selama ini berjalan dan kelaziman-
kelaziman tranksaksi standar yang sudah
berjalan pada bank konvensional dan
telah menjadi mainstream  hukum
ekonomi perbankan.
2. Metode akomodatif-formalistik
Asumsi dasar metode akomodatif
adalah karena Kkesulitan menciptakan
manajemen bank ideal dalam
mengimplementasikan akad syariah. Oleh
karenanya, pengembangan produk bank
syariah merupakan modifikasi produk
bank konvensional. Jika terdapat produk
syariah yang tidak dapat mengakomodir
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produk perbankan konvensional, maka
menurut metode ini produk syariah harus
“direvisi” atau disesuaikan ke dalam
produk perbankan.

Sebagai contoh, bank syariah
meminta  jaminan  (al-daman)  dari
nasabah pada produk pembiayaan
mudarabah ataw musyarakah, Padahal
mayoritas ulama sepakat bahwa dalam
mugarabah, pemilik modal/dana (sahib
al-mal) tidak boleh meminta jaminan dari
pelaksana (mudarib). Adapun landasan
hukum bank syariah untuk
mengembangkan metode akomodatif
adalah peraturan perundang-undangan
dan peraturan lainnya.

a. Perundang-undangan
Terdapat dua perundang-
undangan yang sangat berpengaruh
terhadap perkembangan akad bank
syariah di Indonesia, Undang-Undang
(UU) No. 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan dan UU No. 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia.’'Dalam pasal 1
angka 13 UU No. 10/1998 disebutkan:
Prinsip syariah adalah aturan
perjanjian berdasarkan hukum Islam
antara bank dan pihak lain untuk

muribahali; 4) ijarah dan 5) iiarah
wa igtina’..

Sedangkan dalam pada pasal 1
angka 7 UUﬂNo 23 Tabhun 1999
disebutkan:

Pemblayaaﬁ berdasarkan  prinsip
syariah ada}ah penyediaan uang atau
tagihan yang dipersamakan dengan
itu berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan antara Bank Indonesia
dan bank 'yang mewajibkan bank
yang dibiayai untuk mengembalikan
uang atau tagihan tersebut setelah
jangka waktu tertentu  dengan
imbalan atau bagi hasil.

Dari ]cedua pasal tersebut
menunjukkan bahwa hanya ada lima akad
syariah  yang.! dimaktubkan dalam
perundang-undangan yaitu mudarabah,”
musyarakah, 53mmébabab 54 serta
jjarah* Sehmgga penerapan akad dalam
bank syariah sesungguhnya telah menjadi
formalisasi dan lembaga bank yang
melakukan keglﬁtan ekonomi.

Formahsas1 akad yang hanya lima
terscbut  sangat dipengaruhi  oleh
kebutuhan formalisasi yang lebih rasional
schingga tercipta bank syariah yang

penyimpanan dana atau pembiayaan sesuai dengan | pasar perbankan. Jika
kegiatan usaha lainnya yang digambarkan, -{ maka terbentuk
dinyatakan dalam syariah, yaitu 1) sebagaimana pada bagan berikut:
mudarabah, 2) musya'mkab 3) ‘
[ Bk )
I SYARIAH I
* | FINANG ‘NG |
2 L 4
1. WadF'ah [ Eaming Assets Non Eaming Assets J
(Non remuncrated deposit) T
2. Mudarabal account +
(Saving and Dopaosito) [ J [ o ]
Equity Financing Debt Financing
1

1. mudarabab
(trustee profit sharing)
2. musyaraksh

(joint venture profit sharing)

aﬂ
(defen; payment sale)

3, yjarsh

(opcratjonal lease)
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Dari bagan di atas menunjukkan
bahwa mekanisme akad yang
dikembangkan pada bank syariah
teradaptasi pada hukum ekonomi
perbankan yaitu funding dan financing,
bukan lagi tijari dan tabarru'. Metode
akomodatif-formalistik sangat tampak
pada produk financing, dimana akad yang
dikembangkan merupakan produk UU
No. 10 Tahun 1998.

b. Peraturan lainnya

Peraturan lainnya yang
berpengaruh dalam pengembangan akad
bank  syariah  adalah  Peraturan
Pemerintah dan  Peraturan Bank
Indonesia (PBI). Pada saat berdiri bank
syariah pertama di Indonesia yaitu Bank
Muamalat Indonesia,”® pendiriannya
mengacu pada Peraturan Pemerintah No.
72 Tahun 1992 Tentang Bank
Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.”’ Hal ini
dikarenakan UU Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan pada saat itu belum
menjelaskan sistem atau prinsip syariah.

Selain Peraturan Pemerintah,
banyak juga PBI yang mempengaruhi dan
memayungi akad perbankan syariah di
Indonesia. Seperti Peraturan Bank
Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang
Akad Penghimpunan Dana dan
Penyaluran Dana bagi Bank yang
Melaksanakan Kegiatan Usaha
berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam Pasal
1 angka 3 disebutkan;

Akad adalah perjanjian tertulis yang
memuat ijab (penawaran) dan kabul
(penerimaan) antara bank dengan
pihak lain yang berisi hak dan
kewajiban  masing-masing pihak
sesuai dengan prinsip syariah.

Dari beberapa landasan hukum
yang dikembangkan dalam bank syariah,
pada dasarnya asas akad yang
dikembangkan lebih dekat dengan
metode pendekatan akomodatif-
formalistik. Artinya akad bank syariah
masih mengacu pada akomodasi terhadap
aktifitas dan transaksi pada bank
konvensional, sedangkan asas yang
dikembangkan adalah asas formalisme.

- -
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Metode inilah yang kemudian
menimbulkan perbedaan pendapat publik
terhadap bank syariah. Sebagaimana yang
ditulis oleh Ibrahim Warde,”® terjadi
dualisasi opini dalam kajian perbankan
Islam. Bagi otoritas keagamaan terdapat
perbedaan dengan merujuk pada aspek
produk bank Islam, sedangkan sebagian
ahli ekonomi melihat tidak ada perbedaan
mendasar antara bank Islam dengan bank
konvensional M. Umer Chapra pun
tidak segan untuk mengkritik eksistensi
bank Islam yang tidak dapat melepaskan
diri dari tradisi bank konvensional. Juga,
akad dalam produknya tidak secara
optimal berbasis syariah yang disebabkan
oleh peran Dewan Pengawas Syariah
(DPS) sangat lemah dalam mengkontrol
akad.” Bahkan Abdullah Ahmed al-
Na‘im mengkritisi terdapat bank Islam
yang dijadikan sebagai kepentingan
politik.°'

E. Dualisme Fatwa DSN dalam Asas
Akad Bank Syariah

Kelahiran UU No. 21/2008
amandemen UU No. 10/1998 tentang
perbankan semakin memperkuat
kredibilitas DSN sebagai lembaga yang
mempunyai otoritas dalam menerbitkan
dan melegalisasi akad-akad di perbankan
syariah.®* Kredibilitas fatwa DSN juga
didukung dalam kerjasama kelembagaan.
Bank Indonesia menjalin kerjasama
strategis dengan Dewan Syariah Nasional
(DSN)-MUI dan Ikatan Akuntan
Indonesia (IAI). Kerjasama dimaksud
dilaksanakan antara lain melalui program
benchmarking ke otoritas dan perbankan
internasional, diskusi fatwa, standar
akuntansi, dan pelatihan perbankan dan
sertifikasi kepada Dewan Pengawas
Syariah perbankan syariah. %

Akan tetapi, dalam konteks asas
konsensualisme dan formalisme, fatwa
DSN tidak menjelaskan secara pasti asas
yang selalu dipergunakan dalam akad-
akad bank syariah. Pada satu aspek, fatwa
DSN tersirat pada asas konsensualisme
seperti pada fatwa murabahah, salam,
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istisna’, dan kafalah® Dalam fatwa
akad-akad tersebut, tidak terdapat
pernyataan bahwa akad dituang secara
tertulis, melalui korespondensi, atau
dengan menggunakan cara-cara
komunikasi modern. Dalil-dalil yang
dipergunakan mengacu pada QS. Al-
Nisa’ (4): 29.

Pada aspeck yang lain, fatwa
Dewan Syariah Nasional menunjukkan
bahwa akad-akad adalah  berasas
formalisme karena harus dibuat tertulis.®’
Bahkan pada fatwa tertentu, DSN tidak
menegaskan secara pasti antara asas
formalisme atau asas konsensualisme.
Hal ini tampak pada fatwa No. 09/DSN-
MUI/IV/2000 tentang pembiayaan fjarah
ditegaskan ijab dan kabul berupa
pernyataan dari kedua belah pihak yang
berakad (berkontrak) secara verbal,
maupun dalam bentuk lain,

Pada aspek yang lain, akad yang
dikembangkan di bank syariah merujuk
pada aspek formalisme, yaitu tertulis di
antara bank dan nasabah dan didasarkan
pada ketaatan asas hukum positif yang
merujuk pada perundang-undangan dan
peraturan lainnya.

F. Penutup

Dari beberapa metode pendekatan
dalam pembentukan akad di bank
syariah, maka secara berurutan bahwa
dalam hukum Islam terdapat asas

Catatan Akhir:

! Dalam istilah internasional, perbankan
syari’ah dikenal sebagai dsaShe}! 48 padll, Islamic
Banking, participant banking, atau interest-free
banking. Yaitu lembaga keuangan Yyang
operasional dan berbagai produknya
dikembangkan berlandaskan syari'gh Islam,
khususnya berkaitan pelarangan prakiek riba
(bunga), maysk (spekulasi), dan gharar
(ketidakjelasan). Lihat Afzalur Rahian, Banking
and Insurance (London: The Muslim Schools
Trust, 1979), hlm. 270, Ayubi, Political Islam;
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konsensualismey! ketika masuk dalam
fatwa DSN terdapat asas konsensualisme
dan formahsme, dan ketika di bank
syariah dlgunakﬁ.nlah asas formalism.

Asas hukum Islam yang berbasis
konsensualisme: berpengaruh pada Fatwa
DSN. Akan tgtapi Fatwa DSN juga
mengeluarkan fatwa yang berbasis pada
formalisme. Pada saat akad sudah murni
masuk dalam dunia perbankan sebagai
lembaga aktifitas ekonomi yang bersifat
bilateral antarg; institusi dan lembaga,
maka asas ak_qd bank syariah secara
mutlak berbasigpada formalisme. Hal ini
menunjukkan -bahwa suatu transaksi
perbankan syanah mempunyai kekuatan
hukum jika telgh terjadi transaksi “hitam
di atas putih”, atau asas formalisme.

Sedangkan asas konsensualisme

yang d1maksud dalam hukum akad

dimaknai sebagai hak ikhtiyar yakni hak
tawar menawar antara nasabah dan bank.
Kesepakatan (nda) tidak akan terpenuhi
sebagai akad Sampal terjadinya formal-
formal kesepak?tan (ittifag) dalam bentuk
tertulis. Bahkan sampai penetapan
margin bagl1 hasil dalam proses
pembiayaan pun, asas konsensualisme
bersifat urutenﬂ,E satu arah dari ketentuan-
ketentuan pihbk bank kepada calon
nasabah. :

Religion and Politics in The Arab World (London
and New York: 1;? utledge, 1991), him. 178-179,
Muhammad, najemen  Bank  Syariah
(Yogyakarta AMP, YKPN, 2002}, hlm. 13.

2 The Islimic Development Bank (IDB)
didirikan dan dideklarasikan pada saat Konferensi
Menteri Keuangan Negara-negara Muslim di
Jeddah pada Zjul Qa’dah 1393H/Desember 1973,
Secara formal IDB dibuka pada 15 Syawwal
1395H/20 Oktober 1975, berkantor utama di
Jeddah, Saudi AYabia, dan kantor regional di
Rabat, Moroko (1994), Kuala Lumpur, Malaysia
(1994), Almaty, Kazakhstan (1997), serta Dakar,
Senegal (2008)!| Adapun posisi Indonesia
dijadikan sebagai|satu dari 12 negara anggota
representatif  IDB bersama  Afghanistan,
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Azerbaijan, Bangladesh, Guinea Conakry, Iran,
Nigeria, Pakistan, Sierra Leone, Sudan,
Uzbekistan dan Yaman. “Islamic Development
Bank (on-line), about IDB”, dalam
http://'www.isdb.org/irj/ portal/anonymous,
diakses tanggal 15 September 2011.

3 Seperti Dubai Islamic Bank UEA
(1975), Faisal Islamic Bank Sudan (1977),
Bahrain Islamic Bank (1979), serta International
Islamic Bank for Investment and Development
(1980).

* Seperti di Denmark lahir International
Islamic Bank, dan Al-Baraka International Bank
di Inggris, serta di Filipina berdiri Al-Amanah
Islamic Investment Bank. Lihat Nazih N. Ayubi,
Political Islam; Religion and Politics in The Arab
World (London and New York: Routledge, 1991),
hlm. 181. Syamsul Anwar, “Permasalahan
Mudarabah dalam Aplikasinya di Lembaga
Keuangan Syariah (Tinjauan Figh)”, Makalah
Muzakarah Ulama, Akademisi dan Praktisi
Lembaga Keuangan Syariah, Forum
Pemberdayaan Lembaga Keuangan Syariah,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 19 Mei
2001, him. 1. Lihat juga Muhammad, “Perbankan
Syariah di Indonesia”, dalam Antologi Hukum
Islam, ed. Akh. Minhaji dkk. (Yogyakarta: Prodi
HI PPS Suka, 2010), hlm. 182.

5 Rafiq Yunus al-Misri, a/-Masarif al-
Islamiyyah (Suriyah: Dar al-Maktabi Liltaba’ah
wa al-Nasyr wa al-Tawzi’, 1421 H/2001 M),
him. 9.

¢ John Maynard Keynes (1883-1946)
putra ekonom John Neville Keynes. Ia dianggap
merevolusi teori kekuatan pasar tanpa campur
tangan pemerintah ala Adam Smith. Kemudian
Keynes diposisikan sebagai ahli ekonomi modern
setelah mengeluarkan buku The General Theory
of Employment, Interest and Money. Sebuah
karya besar di bidang ekonomi paska the Wealth
of Nations-nya Adam Smith. Lihat George Soule,
Pemikiran para Pakar Ekonomi Terkemuka, terj.
T. Gilarso (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 157-
175, Deliamov, Perkembangan Pemikiran
Ekonomi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007),
hlm. 162-169.

" Sharing profit and losses merupakan
bahasa yang digunakan oleh Sadeq yang
bermakna sama dengan profit and loss sharing.
A.H.M. Sadeq, "Banking Revolution and the
Problem of Personal Development"”, dalam
Islamic Economics (Lahore, Pakistan: Islamic
Publications, 1989), him. 124-125.

¥ Dosen Fakultas Ilmu Politik,
Universitas [Imu Ekonomi, Prague (Praha), Ceko.

® PLS atau profit and loss sharing,
pembagian dalam keuntungan dan pertanggungan
dalam kerugian secara bersama-sama antara
pihak-pihak yang bekerjasama dengan bank.
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Dengan sistem PLS, diharapkan akan tercipta
bank yang berkeadilan.

" Sramek banyak mengutip pendapat
Timur Kuran yang dalam beberapa pemikirannya
memang berbeda dengan aliran pemikiran
ekonomi kontemporer seperti Muhammad Bagr
al-Sadr, M. Umar Chapra dan kawan-kawan.
Timur Kuran banyak mengkritik al-Sadr sebagai
normatifisme, sedangkan Chapra dkk. yang
notabene menjadi maistream dianggap oleh
Kuran sebagai yang positifistik dan empiris
sehingga cenderung dekat dengan kapitalisme.
Lihat Ahmad Dahlan, Pengantar Ekonomi Islam
(Yogyakarta: Fajar Media Press, 2010), hlm. 69-
74. Lihat juga tulisan Kuran tentang ‘“‘Prohibition
of Interest” yang juga mengkritik mekanisme PLS
yang  beresiko  terjadinya  informational
asymmetries, sikap informasi disembunyikan oleh
peminjam (mudarib). Timur Kuran, “The
Economic System in Contemporary Islamic
Thought:  Interpretation and  Assesment”,
International Journal Middle Eas Studies, 18,
(1986), hlm. 153.

" Ondrej Sramek, “Islamic Economic:
New Economic Paradigm, or Political Agenda?”,
dalam *“Jurnal New Perspectives on Political
Economy”, Volume 5, No. 2, 2009, hlm. 137-
167. Diakses pada http.://pepe.liberst.zs/nppe/5-
2/nppes.pdf.

' Muhammad Uzair adalah Profesor
ekonomi pada University or Karachi, Direktur
Institute of Business Administration, Karachi. la
juga menriadi Konsultan dan investor di Pakistan.

3 Muhammad Uzair, “Some Conceptual
and Practical Aspects of Interest-Free Banking”,
dalam Kurshid Ahmad, Srudies in Islamic
Economics  (Leicester, UK: The Islamic
Foundation, 1980 M/1400 H), hlm. 48-54.

' BMI berdiri pada tanggal 22 April
1992 sesuai dengan surat izin beroperasi
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI.
No. 430/KMK.013/1992. Sejarah dan latar
belakang BMI berdiri, lihat Sofyan Syafri
Harahap, Akuntansi Syari'ah (Jakarta: Bumi
Aksara, 1997), him. 108. Lihat juga Muhammad
Parmudi, Sejarah dan Doktrin Bank Islam
(Yogyakarta: Kutub, 2005), hlm. 55-58.

'* BIMB merupakan bank berlandaskan
syariah Islam yang pertama di Malaysia.
Beroperasi bulan Juli 1983 dengan paid-up
capital (modal disetor) berjumlah RM 80 juta,
dana pemegang saham Bank Islam melonjak RM
2.5 bilion pada Desember 2010. Bank Islam (on-
line), “about BIMB”, diakses 27 November 2011.

'® Abdul Halim Ismail, "Islamic Fund
Manager",  Paper  dipresentasikan  dalam
Lokakarya Ulama tentang Reksadana, Jakarta, 29-
30 Juli 1997.
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17 Cecep Maskanul Hakim, "Problem
Pengembangan Produk dalam Bank Syariah",
vibiznews {on-line) dalam
“hetp:/fwww.vibiznews.com/Inew/knowledge/syari
ah, diakses 13 November 2011.

8 yysdani, "Transaksi (Akad) dalam
Perspektif Hukum Islam", Jurnal Millah, MSI-
UI1, Vol. II, No. 2, Januari 2002, him. 73-84.

19 Ascarya, Akad dan Produk Bank
Syariah (ZJakarta: RajaGrafindo Persada, 2007)

9 M. Syafi't Antonio, Bank Syariah
Wacana Ulama & Cendekiawan, (Jakarta: Tazkia
Institute dan Bank Indonesia, 1999). M. Syafi’i
Antonio, Bank Syariah; Teori dan Praktek,
(Jakarta: Gema Insani Press, 1999).

2l Adiwarman Azwar Karim, Bank
Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2006).

2 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian
Syariah; Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih
Muamalat (Jakarta: Rajawali Press, 2007).

B Gyamsul Anwar, “Kontrak dalam
Hukum Islam”, dalam Akh. Minhaji dkk.,
Antologi Hukum Islam (Yogyakarta: Prodi HI
PPS Suka, 2010), him. 108-113.

% Y ang dimaksud dengan produk-produk
induk adalah produk funding terdiri tabungan
wadi’ah, mudarsbah (tabungan dan deposito),
serta financing terdiri dari pembiayaan
mudarabah, musyarakah, murabahah, serta jjarah.

25 Luis Ma’luf, Al-Munjid £ al-Lughah
(Beirut: Dar al-Masyrig, 1986), him. 518. Ahmad
Warsen Munawwir, Kamus  al-Munawwir
(Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984), him.
1023. Atabik *All dan Ahmad Zuhdi Muhdar,
Kamus Ai-’Asriyyi (Yogyakarta: Yayasan Ali
Maksum, 1996), hlm. 1035.

% Tim Penyusun, Ensiklopedi Hukum
Islam (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006),
I: 63.

2 Hans Wehr, 4 Dictionary of Modern
Written Arabic (Beirut; Librarie du Liban, 1980),
hlm, 627. Mhd. Syahnan, Modernization of
Islamic Law of Contract (Jakarta: Badan Litbang
dan Diklat Depag R1, 2009), hlm. 123.

28 Wahbah al-Zuhayfi (1. 1351 H/1932
M) di Dir Atiyah Damaskus, Syuriah. Ia alumni
dari Fakultas Syari’ah Universitas Al-Azhar
(1956). Ia menjadi dosen di Fakultas Syari’ah
Universitas Damaskus (1963), pernah menjadi
Wakil Dekan, Dekan dan Ketua Jurusan Figh
Islami wa Mazshabih, Lihat Muhammad Ali
Ayazi, Al-Mufassirim  Hayatuhum wa
Manhgfuhum, cet 1 (T eheran: Wizarah al-
Sazifah wa al-Ursyad al-Islami, 1993), hlm. 684-
685.

2 Al-Zuhayl, al-Figh al-Islami wa
Adillatub, cet. ke-2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1405
H/1985 M), IV:80,

110

AR b ek e b e ke ke b AL

0 Musltafa Ahmad al-Zarqa’, al-
Madkhal al-Fight, al-‘Amm (Damaskus: Dar al-
Fikr, 1967-1968), I: 291.

3V Anwar] (Hukum Perfanjian, him. 68.

32 Ascaryd, Akad him. 35-36.

B 1mau1 al-Syawkani, Fath al-Qadir
(Mesir: Mustafa a -Babi al-Halabi, 1964), him. 4;
Yusdani, "Transaksi (Akad) dalam Perspektif
Hukum Islam", zﬁ!]ab, MSI-UIL, 10, 2, (2002),
hlm. 73. N

¥ Al-ZuhayR, al-Figh al-Istami, IV: 8;,
al-Zarqa', al-Madkpal, 1: 291.

¥ Al-Zal§@’, al-Madkhal, 1:538. Lihat
juga Anwar, Hukum Perjanjian, hlm. 72-76,
Anwar, “Kontrak:..”, hlm. 79, serta Yusdani,
"Transaksi (Akad)?, him. 73.

3 Anwar] Hukum Perjanjian, hlm. 73;
Anwar, “Kontrak, hlm. 17.

3 Anwan} Hukum Perjanjian, hlm. 87-
88. Lihat juga Syamsul Anwar, “Kontrak, hlm.
78.

3% Asas jbahah berdasarkan adagium:
el o g .J.\eu%lbw! ot 3 b
Artinya: Segalazi sesuatu dalam muamalah
dibolehkan  ketuali  ada  dalil  yang

mengharamkanny

% Anwari wkum Perjanjian, hlm., 83-
90.

“ Anwa:i Kontrak”, him. 82,

4 Anwat! Hukum Perjanjian, hlm. 87,

Lihat juga Anwar, “Kontrak”, him. 82; Yusdani,
“Transaksi (Akad), him. 462.

*? Lihat QS. al-Nisa’ (4):29.
cogSan P13 o o 05T OF Yy WY et ¢ Sgal 195G Y.
Artinya: ...janganlah engkau memakan harta
sesamamu dengad alan batil, kecuali dengan cara
perniagaan dan salzng rido di antara kalian...

; S ol o et Wl
Artinya: sesmgglinhnya jual beli itu berdasarkan
kata sepakat. Ibri Hibban, Sakih Jbn Hibban
(Beyrit: Muassdiah al-Risalah, 1414 H/1993
M), hadis no 4967, Tbn Majah, Sunan Ibn Mgjah
(Beyrut: Dar al-F%J, tt.), I1:737, hadis no. 2185.

4 Al-Zarda, al-Madkhal, 11:1083.

“ Anwar, Hukum, him. 89.

4  Adalah Tim Penelitian dan
Pengembangan Badnk Syariah-DPNP dan pemsah
bekerja di Bank Mi‘.lamalat.

4 Abdullah Saeed (lahir di Maladewa
1964) adalah professor Studi Arab dan Islam di

_Universitas Mejbourne  Australia, sekaligus

Kontemporer di {Universitas Melbourne. Lihat
http:/fwww.abdullahsaeed.com/profile/hisstory. ht
m./accessed, diakies 9 Desember 2011.

7 Qebenarnya terdapat pendekaten yang
ketiga vaitu pendekatan antara sektor moneter
dan riil. Akan teT i karena tidak konteks dengan

menjabat sebaga} Direktur Pusat Studi Islam

! Ahmad Dahlan
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tema tulisan ini, maka yang dimasukkan hanya
pendekatan akomodatif dan asimilatif.

* Idealis dan pragmatis merupakan
nama lain dari akomodatif dan asimilatif,
sedangkan  pendekatan mas/ahah oriented
berprinsip di antaranya bahwa bunga bank bukan
riba sebagaimana yang dimaksud dalam Islam,
tapi bagaimana juga mencari orientasi atau solusi
yang terbaik (mas/ahah) untuk semua pihak
dalam  produk  bank. Abdullah  Saeed,
"Capitalizing on the Current Status of the
Interpretation of Fundamental Shariah Principles
Applicable to Islamic Investment Funds", Paper
dipresentasikan pada Islamic Funds Conference,
Kuala Lumpur, 23-24 Juni 1997.

* Tentang kedudukan individu abstrak
(abstract personality) dalam bahasa Arab disebut
dengan syakhsiyyah i tibarivyah (iy\z¢} ias2) atau
syakhsiyyah hukmiyyah (iS5~ i.ax:), lihat al-
Zuhaili, al-Figh, IV:11.

% Lihat QS. Al-Nisa’ (4) 29, QS. Al-
Ma'idah (5):1.

*' Kelahiran UU No. 23 Tahun 1999
diperjuangkan dengan perdebatan alot dan
panjang, terutama tentang definisi independensi
bank sentral. Indepedensi berkembang dalam
tarik kepentingan antara pemerintah dan bank
Indonesia. Untuk menghindari sinyalemen
indepedensi BI sebagai "negara dalam negara”,
maka lahir UU No. 3 Tahun 2004 amandemen
UU No 23 Tahun 1999. Indepedensi dipertegas
dengan kata “dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya , bukan dalam segala hal tanpa
batas Aulia Pohan, Potret Kebijakan Moneter
Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm.
195-196.

2 Mudarabah sebagai bentuk kontrak
kerja sama yang didasarkan pada prinsip profit
sharing, yang satu sebagai pemilik modal
(proprietor, rabb al-mil) dan yang kedua
menjalankan usaha (mudarib). Modal yang
dimaksud di sini harus berupa uang dan tidak
boleh berbentuk barang. Mudarabah bisa disebut
dengan al-girad yang berarti potongan (al-gat 'u),
karena pemilik modal memotong apabila
hartanya untuk diperdagangkan dengan sebagian
keuntungannya. Adapun istilah mudarabah
dipopulerkan ulama Irak, sedangkan a/-girad oleh
ulama Hijaz, namun tidak ada perbedaan prinsip
antara kedua istilah tersebut. Mahmud
Muhammad Bablily, Etika Bisnis: Studi Kajian
Konsep Perekonomian Menurut Al-Qur’an dan
As-Sunnah (Solo: Ramadhani, 1990), hlm. 139,
Ibrahim Fadil al-Dabu, Agd al-Mudarabah:
Dirasat fi al-Iqtisad al-Islami ('Amman: Dar
'Ammar, 1997), him. 70-71, al-Sayyid Sabiq,
Figh al-Sunnah (Kairo: al-Fath Lili’'lam al-
‘Arabi, 1410 H), I11:297.
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* Musyarakah adalah pembiayaan

proyek dengan dana dari bank dan nasabah. Paska
proyek selesai nasabah berkewajiban
mengembalikan dana serta bagi hasil yang telah
disepakati untuk bank. Pembiayaan musyarakah
juga dapat dengan sistem “"Modal Ventura” yang
diaplikasikan khusus untuk investasi dalam
kepemilikan perusahaan. Penanaman modal
dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan
setelah itu bank melakukan divestasi atau
menjual bagian sahamnya, secara singkat atau
bertahap. M. Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah...,
hlm. 93. M. Umer Chapra, “Islamic Model of
Financing”, Paper dipresentasikan pada The 6th
Intensive Orientation Course on Islamic
Economics, Banking and Finance”, di the Islamic
Foundation, Leicester, U.K., 17-21 September
1998, him. 8-10. Zainul Arifin, Memahami Bank
Syariah (Jakarta: PN. Alvabet, 1999), hlm. 30.

Pembiayaan murabahah (deferred
payment sale) yaitu pembelian barang oleh bank
untuk nasabah dalam rangka pemenuhan
kebutuhan  produksi  (/nventory)  dengan
pembayaran ditangguhkan dalam jangka pendek
(short run financing). Jual beli yang lain dalam
bentuk bay’ bi al-saman ajil (in front-payment
sale) yaitu pembiayaan berjangka panjang (Jong
run financing). Karnaen Perwataatmadja dan
Muhammad Syafi’i Antonio, Apa dan Bagaimana
Bank Islam (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf
UII, 1992), hlm. 25-27.

** Pembiayaan dalam bentuk ijarah yaitu
pemindahan hak guna atas barang atau jasa,
melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti
dengan pemindahan kepemilikan (ownership, al-
milkiyyah) atas barang tersebut. Tapi juga dapat
berpindah kepemilikan dengan transaksi dan
ijarah wa igtina/ijarah al-muntahivah bi al-
tamlik/operational lease, Antonio, Bank Syari’ah,
him. 181.

% BMI berdiri pada tanggal 22 April
1992 sesuai dengan surat izin beroperasi
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RIL
No. 430/KMK.013/1992. Sejarah dan latar
belakang BMI berdiri, lihat Sofyan Syafri
Harahap, Akuntansi Syari’ah (Jakarta: Bumi
Aksara, 1997), hlm. 108. Lihat juga Muhammad
Parmudi, Sejarah dan Doktrin Bank [slam
(Yogyakarta: Kutub, 2005), hlm. 55-58.

°7 Pasal 1 angka 1 PP Nomor 72 Tahun
1992 disebutkan; Bank berdasarkan prinsip bagi
hasil adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan
Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-
mata berdasarkan prinsip bagi hasil. PP tentang
bagi hasil secara operasional cenderung identik
dengan mudarabah dan musyarakah, definisi bank
yang ditulis oleh Nejatullah Siddigi. Lihat M.
Nejatullah Siddiqi, Kemitraan Usaha dan Bagi
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Hasil dalam Hukwm Islam, terj.: Soenhaji dan
Soerojo (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa,
1996), Muhammad Nejatullah Siddiqi, Bank
Islam, terj.. Asep Hikmat Suhendi (Bandung:
Pustaka, 1984).

38 Tbrahim Warde salah satu guru besar
ekonomi Islam.

59 Thrahim Warde, [s/amic Finance in the
Global Ecomomy (Bdinburgh: Edinburgh
Universia' Press, 2000), hlm. 27-28.

M. Umer Chapra, The Future of
Economics: An Islamic Perspective, terj.: Amdiar
Amir, dkk. (Jakarta: SEBI, 2001), hlm. 276-284.

§¢ NIF mengambil keuntungan dari
program Numieri tentang Islamisasi bank negara
dan  lembaga-lembaga keuvangan. Dengan
kebijakan pembebasan pajak dan pengawasan
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